PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG

REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN

2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Menimbang :

Mengingat :

1.

a.

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2021 Nomor :12A/LHP/XVIII.YOG/04/2022 dan 12B/
LHP/XVIIL.YOG/04/2022 tanggal 20 April 2022;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
mengamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan;

bahwa Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah terhadap Pembahasan Tindak Lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, telah disetujui
dalam Rapat Paripurna pada tanggal 21 juni 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bantul tentang Rekomendasi Tindak
Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia Terhadap Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2021;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
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Menetapkan :

KESATU

KEDUA

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai berlakunja Undang-Undang Tahun 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010
tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengawasan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata
Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019
Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DEWAN  PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TENTANG REKOMENDASI TINDAK
LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021.

Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ini.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
disampaikan kepada Bupati Bantul untuk dilaksanakan dan
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ditindaklanjuti.

KETIGA : Hasil Pelaksanaan Rekomendasi sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dilaporkan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dan Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa
Yogyakarta.

KEEMPAT Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 Juni 2022

KETUA,
ttd

HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan D.l. Yogyakarta;
Bupati Bantul;
Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul;
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

ouhwnH

~

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 17 TAHUN 2022



TENTANG

REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN
2021.

REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh panitia khusus,
direkomendasikan kepada:
A. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
1. Untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam hal:
a. Pengelolaan dan Penertiban Reklame Belum Memadai;
b. Pengelolaan Piutang Pajak dan Piutang Retribusi Daerah pada
Pemerintah Kabupaten Bantul Belum Memadai; dan
c. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bantul Belum Tertib.
2. Bupati Bantul beserta jajaran OPD penanggungjawab temuan dalam
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai rencana aksi yang
sudah disusun.
B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul
Sesuai dengan fungsi pengawasan yang dimiliki Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai
bidang temuan-temuan yang tercantum dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk dapat
melaksanakan fungsi pengawasannya. Dengan demikian predikat Wajar

Tanpa Pengecualian Kabupaten Bantul dapat dipertahankan.

KETUA,
ttd

HANUNG RAHARJO
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